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Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman penelitian yang telah diterbitkan berkaitan dengan
usulan penelitian yang menjadi acuhan atau landasan bagi penelitian yang akan berlangsung. Adapun

penelitian yang relevan dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sebagai berikut :
1.1. Landasan Teori
1.5.1.Pengertian Analisis

Analisis merupakan salah satu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan semua data yang
diperlukan guna memecahkan masalah yang di teliti, ketajaman dan ketepatan dalam kegunaan alat
analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu kegiatan analisis data

merupakan kegiatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam suatu penelitian®.

Analisis berasal dari bahasa Yunani berasal dari kata Analysis Ana artinya atas dan lysis artinya
memecahkan agar data dapat dianalisis maka terlebih dahulu data tersebut haruslah dipecah-pecahkan
menurut struktur dan elemen-elemennya. Kemudian datayang sudah ada digabungkan untuk menjadi
data baru. Analisis data dapat juga diartikan sebagai pengolahan data yang mana dapat dikatakan
analisis data adalah berupa proses Penelaahan, Pengelompokan, Penafsiran, Sistematisasi dan verifikasi

agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial dan akademis dan ilimiah?.
1.5.2.Pengertian Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum
utama yakni Undang-undang dengan cara menelaah teori-teori,konsep-konsep asas-asas, serta peraturan
perundang-undangan kemudian peneliti akan melakukan Observasi secara in-action yakni dengan
melihat penerapan dari undang-undang di dalam masyarakat. Teori hukum dengan pendekatan yuridis
empiris merupakan pendekatan teori hukum yang mendasarkan pada aspek sosiologis sehingga peneliti

melihat efektivitas hukum berdasarkan gejala sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan sifat penelitian Normatif atau yang juga dikenal sebagai dogmatik hukum (limu

tentang pengertian pokok hukum dan ilmu tentang kaidah hukum). Bersifat Teoritis-Rasional dan model
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penalaram yang digunakan adalah logika deduktif. Hal ini berbeda dengan penelitian sosiologi hukum

yang lebih bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif 3.

Hal utama yang paling membedakan antara penelitian Normatif dan Empiris adalah penelitian
Hukum normatif memiliki kecenderungan untuk mencitrakan hukum sebagai deskripsi Preskiptif
dimana hanya melihat hukum dari sudut norma-normanya saja. Tema-tema penelitian hukum normatif

pada umumnya mencakup®* :

1. Penelitian tentang asas-asas Hukum.

2. Penelitian terhadap sistematika Hukum.

3. Penelitian tentang sinkronisasi Hukum baik Vertkal atau Horisontal.
4,

Perbandingan Hukum.
1.5.3 Pengertian Restorative Justice

Menurut John Consedline sebagaimana dikutip oleh clifford bahwa Restorative Justice
merupakan bentuk keadilan yang menekankan pada pemulihan, berbeda dengan Retributif Justice yang
lebih menekankan pada hukuman®. Jadi fokus utama dari Restorative Justice yang menekankan
pengembalian hubungan antara pelaku,korban,dan masyarakat sehingga diharapkan hubungan antara
mereka dapat kembali seperti semula. Selain itu konsep Restorative Justice juga berusaha mengajarkan
kepada tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan cara membayar apa yang dia lakukan

kepada masyarakat.

Konsep Restorative Justice merupakan konsep yang Revolusioner di dalam penegakan hukum
pidana Dimana konsep ini bukan hanya memberikan penghukuman tetapi juga fokus memberikan
keseimbangan pada pelaku dan korbannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui
kesepakatan yang dibuat. Korban dapat membuat pengaduan akan kerugian yang dideritanya akibat
perbuatan pelaku dan pelaku diberi kesempatan untuk menebus apa yang dia lakukan kepada korban
dengan menggunakan mekanisme ganti rugi atau kerja sosial. Sehingga konsep Restorative Justice pada
dasarnya berusaha mengembalikan keadaan antara pelaku dan korban seperti sebelum kejadian

kejahatan berlangsung.

Hal ini menjadi sangat penting karena sistem pemidanaan yang ada di Indonesia sekarang tidak
memberikan ruang kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga yang
terjadi hanyalah para penegak hukum akan terus menggulirkan perbuatan pidana ke Pengadilan pidana

tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya dan pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru
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seperti Penjara yang terlalu penuh (Overload) kemudian fungsi penjara yang berubah menjadi sekolah

untuk para kriminal dalam menambah keahliannya.
1.5.4 Pengertian Perbandingan Hukum

Menurut KBBI perbandingan memiliki arti selisih dalam hal kesamaan. Dalam kamus bahasa
Inggris perbandingan atau compare memiliki makna untuk menujukan perbedaan atau persamaan antara
suatu hal dengan hal yang lainnya. Dari penjabaran di atas menunjukkan bahwa perbandingan adalah
semacam menarik benang merah antara dua buah objek yang diperbandingkan dan dari kesimpulan

yang didapat bisa berupa persamaan atau perbedaan dari kedua objek penelitian tersebut.

Istilah perbandingan hukum di Amerika serikat disebut sebagai Conflict law atau apabila
diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hukum perselisihan. Mengutip dari
buku Barda Namawi Arif bahwa Rudolf B. Schlesinger mengartikan bahwa perbandingan hukum ialah
metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang
bahan hukum tertentu. Perbandingan Hukum bukanlah sebuah perangkat peraturan atau asas-asas
hukum dan bukan pula sebuah cabang ilmu hukum tetapi perbandingan hukum ialah sebuah tehnik

untuk mrnghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum®.

Sebagai sebuah upaya pencarian akademis, perbandingan Hukum tidak memiliki konten inti
dari beberapa wilayah subjek dan tidak menunjukkan adanya ciri sebuah cabang hukum dari Hukum
substantif sebaliknya, seperti yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kota. Hukum komparatif
menggambarkan sebuah aktivitas intelektual dengan Hukum sebagai obyeknya dan Perbandingan

sebagai Prosesnya’.

Perbedaan sistem Hukum antar Negara. Sistem Hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-
negara di dunia pada umumnya dibagi menjadi 2 (Dua) besar yakni sistem Hukum Eropa kontinental
atau Civil Law dan Sistem Hukum Common Law atau Anglo Saxon dua sistem hukum ini memiliki
perbedaan dalam pembuatan sumber hukumnya yakni di sistem hukum Eropa kontinental sumber
hukumnya berasal dari peraturan-peraturan yang di kodifikasikan dalam bentuk Undang-undang
sementara dalam Sistem Hukum Anglo Saxon sumber hukumnya berasal dari Keputusan Hakim yang

disebut sebagai Yurisprudensi®.

Sistem hukum di dalam suatu negara biasanya dipengaruhi oleh faktor Historis dari Negara
tersebut misalnya Indonesia menganut sistem Hukum Eropa Kontinental yang biasanya di gunakan oleh

negara-negara yang berada di dataran Eropa hal ini karena Indonesia pernah di jajah oleh Belanda

6 Barda Nawawi, “Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo. Jakarta. Him 3,” 1990..
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selama lebih dari 350 (Tiga ratus lima puluh) tahun yang menyebabkan sistem hukum yang digunakan
di Belanda digunakan juga di Indonesia, hal yang sama juga terjadi di Amerika dan negara-negara
Persemakmuran Inggris lainnya Dimana sistem Hukum yang di gunakan di Inggris yakni Anglo-Saxon

Juga di gunakan di Amerika dan Negara bekas jajahan Inggris lainnya.
1.2. Penelitian Terdahulu

1. Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro “Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Anak di Indonesia, penelitian ini berusaha melihat sinkronisasi dan
harmonisasi ide Restorative justice di berbagai Undang-undang perlindungan anak di
Indonesia.’

2. Fransiska Novita Eleanora, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, “Korban Kejahatan
dan Keadilan Restoratif di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah meneliti apakah ganti rugi
yang tercantum di KUHAP sudah memenubhi rasa keadilan atau belum.

3. Ferdy rizky aditya, Magister [lmu Hukum, Universitas Islam Bandung “Putusan Hakim
Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif
Penologi”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan putusan Hakim yang bersifat progresif
memiliki konsep bahwa hukum adalah untuk manusia sehingga antara hukum, kemanusiaan
dan Moralitas saling terkait satu sama lain.

Penelitian ini bisa dikatakan merupakan pembaruan dan kelanjutan dari penelitian
sebelumnya penelitian yang di gagas oleh penulis merupakan uraian dari teori-teori yang berkembang
di Indonesia kemudian diperbandingkan dengan teori-teori yang berkembang di negara-negara lain.
Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam menciptakan hukum

yang memberikan keadilan pada semua orang.
1.3. Kerangka Pemikiran

Dalam bab ini di sajikan beberapa pokok pemikiran yang penulis gunakan sebagai pijakan analisa dalam

melakukan penelitian.
1.7.1. Masyarakat (sociaty)

Salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat adalah a union of
families atau masyarakat adalah gabungan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun berasal
dari hubungan antar kelompok kemudian semakin membesar, kelompok yang semakin membesar inilah

yang disebut sebagai masyarakat'®.
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Masyarakat (sociaty), adalah sekelompok individu yang secara langsung ataupun tidak
langsung berhubungan baik itu hubungan kekerabatan hubungan secara historis atau hubungan lainnya
yang mempunyai kebudayaan sendiri dan menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggalnya
dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada wilayahnnya yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Dari masyarakat yang bercampur baur inilah kemudian tercipta norma-norma, peraturan-
peraturan dan sanksi-sanksi yang disepakati oleh masyarakat yang di gunakan untuk menjaga

ketentraman, keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
1.7.2.Konflik di Masyarakat

Konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai percekcokan, perselisihan,
pertentangan. Jadi dapat di artikan konflik di dalam masyarakat merupakan pertentangan yang terjadi
di dalam anggota masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik biasanya terjadi karena
ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain atau anggota masyarakat yang lain. Konflik dapat
terjadi antara individu atau antara kelompok.

Di dalam setiap asosiasi orang yang berada pada posisi dominan akan berupaya
mempertahankan status quo nya, sedangkan orang yang berada pada posisi Subordinat akan berupaya
untuk mengadakan perubahan't. Menurut Dahrendorf seperti yang telah dikutip oleh Aniek mengatakan
bahwa masyarakat tidak akan selamanya berada di dalam keteraturan ini dapat dilihat bahwa di
masyarakat manapun akan selalu ada konflik kemudian dalam teori konflik Dahrendorf juga dibahas
mengenai otoritas yang berbeda-beda yang kemudian menimbulkan superordinasi dan subordinasi
(kelompok sosial yang lebih tinggi dan kelompok sosial yang lebih rendah). yang dapat menimbulkan

konflik dikarenakan perbedaan kepentingan.
1.7.3.Retributive Justice

Retributive Justice merupakan sistem hukuman yang menekankan pembalasan kepada pelaku
atas apa yang dilakukan kepada korban'?. Retributive Justice biasanya berbentuk hukuman secara fisik
kepada pelaku. Di Indonesia konsep hukum pidana yang di terapkan masih bersifat retributif Justice
yang paling umum yakni hukuman berupa kurungan dan penjara.

Menurut Ibnu Artadi seperti yang dikutip oleh Dede Kania bahwa pemberlakuan hukum
pidana Indonesia merupakan peninggalan pada masa kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif

sifat ini tidak lain dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan saat itu yakni Retributive Justice. Retributive

11 Aniek Rahmaniah , Teori Konflik : Ralf Dahrendorf. Hal : 14
2Alec, Walen,"Retributive Justice”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/justice-retributive/>.



Justice yakni sebuah paham yang mengatakan bahwa seseorang harus dipidana karena melakukan suatu

kesalahan atau kejahatan®3. sehingga hukuman menjadi suatu cara untuk membayar kesalahan itu.
1.7.4.Restorative Justice

Merupakan sistem penghukuman yang berfokus pada pengembalian hubungan antara pelaku
korban dan masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana, konsep Restorative Justice merupakan konsep
baru di dalam hukum pidana, yang tidak hanya menekankan pada hukuman fisik tapi juga pada
pengembalian hubungan. Dalam sistem Restorative Justice pelaku harus berupaya mengembalikan atau
mengganti kerugian yang diambil dari korban karena perbuatannya.

Menurut John Braithewaite seperti yang dikutip oleh Dede Kania bahwa fokus utama dari
Restorative Justice adalah pada mediasi dengan tujuan mengembalikan hubungan antara pelaku dan
korban?*. Sistem penyelesaian perkara dengan Restorative Justice bertujuan untuk menghasilkan
keberhasilan dalam menegakan hukum dengan cara melibatkan semua pihak, penyelesaian kasus
diharapkan dapat lebih adil dan lebih efektif karena semua pihak ikut terlibat secara aktif di dalamnya.

Pelaku kejahatan harus ikut memperbaiki atau menanggung akibat yang ditimbulkan akibat
perbuatannya. Baik secara fisik maupun psikis dengan cara ganti rugi atau lain sebagai nya, masyarakat
juga diminta untuk aktif dalam memberikan support bagi pelaku dan korban. Bagi korban masyarakat
dapat ikut serta dalam memberikan pemulihan dengan cara memberikan support kepada korban
sementara untuk pelaku masyarakat diharapkan dapat menerima kembali pelaku sebagai anggota
masyarakat dan memberikan pengajaran kepada pelaku atau anggota masyarakat yang lain agar tidak

mengulangi atau ikut melakukan kejahatan yang serupa.

13 Dede Kania, “PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” Yustisia
Jurnal Hukum, 2014, https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088.
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Gambar 1.1 hukuman di Indonesia berdasarkan Pasal 10 KUHP
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Gambar 1.2 hukuman yang umum di jatuhkan di Sistem Restorative Justice
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Dari kedua perbandingan gambar diatas nampak jelas perbedaan antara sistem pemidanaan Restorative
Justice dan Retributive Justice, dimana sistem Restorative Justice lebih berorientasi pada hukum pidana
masa depan yang mengedepankan perlindungan kepada Hak asasi manusia sekalipun itu kepada
narapidana. Hal ini sangat berbeda dengan sistem Retributive Justice yang hanya berfokus pada
pembalasan dendam tanpa memikirkan aspek Psikologis,Sosiologis atau bahkan Victimologi dari
pelaku dan korban.

Mengutip dari American Psychogical Association bahwa selama lebih dari 30 tahun peradilan
Pidana telah didominasi oleh pendekatan yang bersifat keras terhadap pelaku kejahatan?®. Pendekatan
dengan cara seperti ini telah terbukti banyak mengalami kegagalan ini dapat dilihat dari meningkatnya
jumlah Residivis yang kembali melakukan perbuatan kriminal. Hal ini pun diperparah dengan
membengkaknya anggaran pemerintah hanya untuk mengurusi masalah kriminal yang tidak kunjung
selesai.

Perilaku kriminalitas dari para narapidana sebenarnya dapat diamati melalui studi psikologi perilaku
manusia yang juga tercover di dalam sistem Restorative Justice. Namun upaya seperti ini sepertinya
cenderung diabaikan dan pemerintah hanya berfokus untuk mencari hukuman yang lebih keras yang
diharapkan bisa membuat efek jera, peneliti sendiri berpendapat bahwa cara seperti ini hanya akan

5D. A. Andrews and James Bonta, “REHABILITATING CRIMINAL JUSTICE POLICY AND PRACTICE,”
Psychology, Public Policy, and Law, 2010, https://doi.org/10.1037/a0018362.



menunda masalah untuk sementara waktu tapi tidak akan menyelesaikan masalah Peneliti berpendapat
bahwa sistem hukuman yan menekankan pada Rehabilitasi lebih efekti mencegak kriminal

dibandingkan pemberian hukuman yang bersifat lebih keras.



